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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif tentang ‚Analisis Hukum 

Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online dalam Pandangan Ahmad Zahro‛. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana 

mekanisme kredit online dalam pandangan Ahmad Zahro? dan bagaimana 

analisis hukum Islam terhadap mekanisme kredit online dalam pandangan Ahmad 

Zahro?. 

Data penelitian diperoleh melalui membaca norma-norma, aturan tentang 

kredit, tentang pendapat Ahmad Zahro dalam bentuk artikel atau ceramah di 

media sosial serta wawancara untuk memverifikasi. Selanjutnya data dianalisis 

secara deskriptif dan disimpulkan dengan pola pikir deduktif.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Ahmad Zahro membolehkan 

kredit online sebagaimana diperbolehkannya kredit konvensional, selama syarat 

dan rukunnya terpenuhi, tidak merugikan salah satu pihak serta niat yang baik. 

Dasar hukum yang digunakan adalah bahwa pada dasarnya semua jenis 

muamalah itu diperbolehkan. Disini yang membedakan hanya masalah teknisnya 

saja. Sesuai dengan kaidah al-Ashlu fil asy-ya>’ al-iba>h}ah h}atta> yadullad dalilu 
‘alat tah}rim. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka seharusnya Ahmad Zahro lebih 

menjelaskan lagi tentang mekanisme kredit online. Sehingga masyarakat lebih 

mengerti tentang bagaimanakah mekanisme kredit online yang baik menurut 

hukum Islam. Seiring dengan semakin beredarnya rentenir online, maka itu 

termasuk dalam akibat yang ditimbukan atau efek samping dari kegiatan 

tersebut. Seharusnya masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan jasa 

kredit. Karena semakin banyak rentenir online yang mengatasnamakan dirinya 

sebagai kredit online. Untuk aplikasi kredit online, harus lebih menjaga 

keamanan/privasi nasabah agar tidak menyebar ke halayak umum.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial yang saling 

berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalani hidupnya 

ditengah kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam diajarkan untuk bermuamalah. 

Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bisa memberi 

manfaat dengan cara yang telah ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, 

upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan 

usaha lainnya. 

Dalam memenuhi kebutuhan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik kebutuhan primer, sekunder, maupun 

tersier. Untuk memenuhi kebutuhan itu manusia perlu bekerjasama dan saling 

membantu agar dapat terpenuhi. Sudah seharusnya orang yang mempunyai 

kelebihan harta membantu yang tidak mampu atau kekurangan. 

Islam telah mengajarkan bermuamalah ini untuk kemaslahatan umum. 

Dengan bermuamalah yang baik dan benar, maka kehidupan manusia jadi 

terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-

penyimpangan yang dapat merugikannya.  

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari Din al Islam sebagai 

suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu. Istilah hukum Islam merupakan 

istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan al-fiqh al-Islami atau al-syariah al-
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Islamy. Atau yang biasa disebut Islamic Law menurut orang barat.
1
 Hukum Islam 

secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, yang pertama sumber 

huukum yang bersifat naqli yaitu al-Qur’an dan as-sunnah, yang kedua sumber 

hukum yang bersifat aqli yaitu usaha menemukan hukum dengan mengutamakan 

olah pikir dengan beragam metodenya atau dengan kata lain lebih mengutamakan 

pemikiran.
2
 

Dalam kehidupan bermasyarakat, kesejahteraan individu dan sosial harus 

saling melengkapi bukan untuk persaingan (kompetitif) dan berlomba untuk 

kebaikan diri sendiri, melainkan saling bekerjasama dalam mengembangkan 

hubungan antar perorangan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk 

memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah 

memberikan pinjaman atau hutang-piutang, sedekah maupun zakat, yang mana 

kesemuanya itu telah diatur dalam hukum Islam.    

 Kemampuan setiap orang berbeda-beda. Seringkali mereka terbentur 

dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul 

kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang 

lain maupun uang, dengan cara memeberikan pinjaman atau hutang piutang yang 

memiliki nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah. Sebagaimana firman-Nya 

dalam surat Al-Baqarah (2): 245:  

 

                                                           
1
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 3. 

2
 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Pronsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: K E  

N C A N A, 2017), 30. 
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ن   تُ رْجَعُونَ  وَإلِيَْوِ  وَيَ بْسُطُ  يَ قْبِضُ  وَاللُّ  كَثِيرةًَ  أَضْعَافاً  لَوُ  فَ يُضَاعِفَوُ  حَسَناً  قَ رْضاً  اللَّ  يُ قْرِضُ  الَّذِي ذَا مَّ

-ٕٗ٘-  

artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 

baik (menfkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat 

gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan 

Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah 

kamu dikembalikan.
3
 

Ayat diatas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan 

berupa pinjaman baik berupa benda atau barang dijalan Allah, maka Allah akan 

melipat gandakan pahala mereka. Maka dari itu setiap orang disunnahkan untuk 

memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Contohnya adalah 

memberikan pinjaman uang atau hutang piutang kepada orang yang 

membutuhkan. 

Hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik 

pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan pengembalian dikemudian 

hari sesuai dengan perjanjian dengan jumlah yang sama. Dalam kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (BW) yang diatur dalam pasal 1754 yaitu: 

Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang 

yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan 

keadaan yang sama pula.
4
  

 

Hutang piutang atau yang biasa disebut kredit digunakan oleh 

masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai transaksi 

                                                           
3
 Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: CV Penerbit J-

Art,2004), 39 
4
 R. Subekti, R. Tjiptosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, edisi revisi, cet. Ke-27 

(Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 451. 
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ekonomi dalam masyarakat. Istilah kredit biasanya digunakan pada transaksi 

perbankan dan pembayaran yang tidak dibayar secara tunai. 

Dalam pasal 1 angka 11 UU Perbankan, kredit adalah persediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunganya. Pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, dalam usahanya bank tidak hanya 

menyalurkan kredit saja tetapi juga berinvestasi pada kegiatan lain seperti 

penyertaan modal pada sebuah perusahaan dibidang keuangan.
5
 

Sesuai dengan pengertiannya bank akan menyalurkan simpanannya 

dalam bentuk kredit tersebut jika bank merasa yakin akan nasabah yang 

menerima kredit tersebut mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah 

diberikan. Dengan demikian, maka dalam penyaluran kredit terdapat unsur 

keamanan (Safety), unsur keuntungan (profitability) dari suatu kredit. Kedua 

unsur tersebut saling berkaitan, keamanan (safety) adalah bahwa prestasi yang 

diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa itu betul-betul terjamin 

penembaliannya, sehingga keuntungan (profitability) yang diharapkan dapat 

menjadi kenyataan.
6
 

Sesuai dengan fenomena perkembangan ilmu teknologi yang sangat pesat, 

untuk melakukan kegiatan apapun sudah sangat mudah dijangkau. Melalui 

internet, seseorang bisa mendapatkan berbagai situs yang mengandung berbagai 

                                                           
5
 Undang-Undang Perbankan pasal 1 angka 11 

6
 Thomas Sujatno dkk, Dasar-dasar Perkreditan (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1991), 15-16 
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macam informasi yang dibutuhkan.
7
 Oleh karena itu, kreditpun bisa kita lakukan 

dengan cara online. Tanpa harus melalui proses yang panjang. Dengan kredit 

online semakin memudahkan kita untuk mengajuka kredit pada suatu bank 

tertentu.  

Dalam hal ini Ahmad Zahro, seorang Guru Besar bidang Ilmu Fiqh 

(Hukum Islam) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabya dan salah satu 

Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Selain itu, saat ini juga 

diamanahi sebagai Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum (Unipdu) 

Jombang. Juga merupakan seorang Da’I yang sering mengisi pengajian di 

berbagai tempat dan membina acara kajian di beberapa stasiun televisi dan 

radio.
8
 

Dewasa ini, peminjaman semakin banyak tersedia. Bila dahulu kita hanya 

mengenal bank, lembaga pembiayaan (multifinance), koperasi, maka di era 

internet ini kita mengenal kredit secara online. Kredit secara online dirasa sangat 

membantu mempermudah masyarakat untuk melakukan pinjaman uang. 

Pinjaman itu buka selama 24 jam dengan beragam kelebihan yang ditawarkan 

dan menjanjikan kemudahan bagi nasabahnya. Hal ini menguntungkan bagi 

nasabah yang mebutuhkan dana secara cepat, sehingga mereka bisa mengajukan 

peminjaman apalagi tanpa jaminan apapun hanya menggunakan KTP membuat 

banyak orang tertarik untuk melakukan peminjaman dana secara online. Akan 

tetapi kemudahan ini membuat seseorang bisa lebih mudah terbelit hutang tak 

berujung apabila dalam prosesnya kurang berhati-hati dalam mencari pinjaman 

                                                           
7
 Marcel Danesi, Pengantar Memahami Semiotika Media  (Yogyakarta: JALASUTRA,2010), 204 

8
 Ahmad Zahro, Wawancara, Surabaya. 04 Maret 2019 
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yang baik. Salah satu hal yang harus kita waspadai adalah kehadiran rentenir 

online. Istilah ini dilontarkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh 

Santoso untuk mengingatkan masyarakat terhadap tawaran pinjaman uang online 

yang berbunga sangat tinggi, jauh diatas bunga pinjaman perbankan atau yang 

biasa disebut Shark Loan.
9
  

Rentenir online adalah mereka menyodorkan pinjaman bunga tinggi 

melalui jaringan online. Ciri utama rentenir online adalah menyediakan pinjaman 

atau utang yang berlaku dipasaran saat ini, rata-rata terkisar antara 1 persen 

sampai 3 persen per bulan. Ini adalah tingkat bunga pinjaman tanpa agunan yang 

ditawarkan oleh lembaga resmi seperti bank, multifinance, hingga koperasi. 

Sedangkan rentenir online bisa menawarkan pinjaman dengan bunga yang 

melampaui batas tersebut, sekitar 1 persen per hari atau setara 30 persen 

perbulan.
10

 

Dengan adanya fenomena saat ini penulis ingin meneliti dengan 

mengangkat judul ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online 

menurut Pandangan Ahmad Zahro.‛  

 

 

 

                                                           
9
 Shark Loan atau lintah darat adalah orang atau badan yang usahanya memberikan pinjaman dana 

kepada orang atau badan lain dengan menggunakan bunga yang sangat tinggi, pemberian pinjaman 

ini biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan atau kesulitan hidup dari 

pinjamnnya. Seorang lintah darat tidak jarang mengancam bahkan tak segan-segan mengambil 

barang-barang milik peminjam apabila terjadi keterlambatan pembayaran. (kamus Bisnis dan 

Bank). 
10

 Aprillia Ika, “Banyak tawaran Pinjaman Online, Hati-Hati Jebakan Rentenir Online”, 

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/10/120000826/banyak-tawaran-pinjaman-online-hati-

hati-jebakan-rentenir-online. Diakses 14 April 2019. 

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/10/120000826/banyak-tawaran-pinjaman-online-hati-hati-jebakan-rentenir-online
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/10/120000826/banyak-tawaran-pinjaman-online-hati-hati-jebakan-rentenir-online
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1. Definisi kredit online 

2. Kredit online menurut hukum Islam 

3. Mekanisme kredit online menurut pandangan Ahmad Zahro 

4. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme kredit online menurut pandangan 

Ahmad Zahro. 

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, untuk menghasilkan penelitian 

yang lebih focus pada judul diatas, penulis membatasi penelitin ini meliputi: 

1. Mekanisme kredit online menurut Ahmad Zahro. 

2. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme kredit online menurut Ahmad 

Zahro. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah mekanisme kredit online menurut Pandangan Ahmad Zahro? 

2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap mekanisme kredit online 

menurut pandangan Ahmad Zahro? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian/penelitin yang 

sudah pernah diteliti dari suatu masalah, sehungga kajian yang akan diteliti ini 

tidak merupakan suatu duplikasi dari kajian/penelitian terdahulu.
11

 

Dari kajian pustaka yang telah peneliti temukan, penliti menemukan tiga 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan mempunyai 

relevansi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut diantaranya: 

1. Jurnal yang ditulis oleh Melia Gripin Setiawati yang berjudul ‚Analisis 

Sistem Informasi Aplikasi Online Kartu Kredit Menggunakan Metode 

SERVQAL (Studi Kasus ANZ Bank)‛. Jurnal ini menjelaskan tentang 

mekanisme kartu kredit online menggunakan metode servqual di ANZ Bank.
12

 

Sedangkan yang akan peneliti tulis yaitu tentang analisis hukum Islam 

terhadap kredit online menurut pendapat Ahmad Zahro   

2. Skripsi yang ditulis oleh Farizky Arif Prazada yang berjudul ‚Perjanjian 

Kredit Secara Elektronik (Studi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) 

TBK‛ skripsi ini menjelaskan tentang perjanjian kredit secara elektronik yang 

dilakukan oleh PT BNI (Persero) TBK.
13

 Berbeda dengan apa yang akan 

penulis teliti yaitu tentang kredit online yang sekarang banyak beredar di 

                                                           
11

 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk 

Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi VI (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN 

Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8. 
12

 Melia Gripin Setiawati, “Analisis Sistem Informasi Aplikasi Online Kartu Kredit Menggunakan 

Metode SERVQAL (Studi Kasus ANZ Bank)”, Journal Telekomunikasi dan computer, Vol 6, No 

2 (Jakarta: ANZ Bank,2015) 
13

 Farizky Arif Prazada, “Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi pada PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) TBK” (skripsi-universitas Lampung,2018) 
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masyarakat dan akan dianalisis menggunakan hukum Islam dengan pendapat 

Ahmad Zahro. 

3. Jurnal yang ditulis oleh Hasan Abdurrahman dan Asep Ririh Riswaya, yang 

berjudul ‚Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha 

Bhakti‛. Jurnal tersebut menjelaskan tentang Pinjaman secara kredit pada 

bank Yudha Bhakti. Dalam pinjaman itu dilakukan secara online melalui 

aplikasi.
14

 Peneliti akan menulis tentang bagaimanakah analisis hukum Islam 

mengenai mekanisme kredit online menurut pandangan ulama kontemporer 

yaitu Ahmad Zahro. 

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh beberapa penelitian diatas 

menunjukkan bahwa penelitian yang akan ditteliti berbeda dengan peneliti 

sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti akan terus melanjutkan penelitian tanpa 

ada asumsi plagiasi. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui mekanisme kredit online menurut pandangan Ahmad Zahro. 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap mekanisme 

kredit online menurut pandangan Ahmad Zahro. 

 

                                                           
14

 Hasan Abdurrahman dan Asep Ririh Riswaya, “Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit 

Pada Bank Yudha Bhakti”, JournalComputer dan Bisnis, Vol. 8 No 2  (Bandung: STMIK Mardira 

Indonesia, 2014 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dari permasalahan diatas, penelitian dari penulisan ini diharapkan 

mempunyai nilai tambahan dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, 

yaitu: 

1. Secara akademis, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan bahan 

pertimbangan peneliti berikutnya untuk membuat penelitian yang lebih 

sempurna. 

2. Secara teoritis, dapat memberikan pemahaman tambahan untuk 

mengembangkan ilmu tentang hukum Islam sehingga dapat dijadikan 

informasi bagi para pembacanya. 

3.  Secara praktis, dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang analisis 

hukum Islam (qard}) terhadap mekanisme kredit online sehingga ilmu tersebut 

dapat diterapkan di masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan 

yang ada. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur 

variable, maka penulis akan memaparkan batasan dari pengertian yang berkaitan 

dengan maksud penulisan skripsi yang berjudul ‚Analisis Hukum Islam terhadap 

mekanisme kredit online menurut Pandangan Ahmad Zahro‛ 
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1. Hukum Islam: peraturan-peraturan yang diturunkan Allah Swt., untuk 

manusia melalui Nabi Muhammad saw, baik yang bersumber dari Alquran, 

hadits, ijma’, qiyas.
15

 Namun disini peneliti lebih fokus terhadap hukum qard} 

yaitu memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan bisa 

diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau meminjamkan uang tanpa 

mengharapkan imbalan sepeserpun.
16

 

2. Kredit: penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain, yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi hutangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.
17

 

3. Online: proses pengaksesan informasi yang sedang berlangsung melalui media 

internet.
18

 

4. Ahmad Zahro: seorang Guru Besar bidang Ilmu Fiqh di Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya dan salah satu Imam Besar Masjid Nasional 

Al-Akbar Surabaya.  

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara mencari, menggali, 

                                                           
15

 Ahmed el-Ghandur, Menurut Pandangan Hukum Islam, diterjemahkan oleh Ma’mun 

Muhammad Murai dari Al- Madkhal Ila as-Shariat al-Islamiyah (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 

2006), hal. 7. 
16

 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari;ah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 

131 
17

 Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 

cet 1, 45 
18

 John M Echols dan Hasan Shadily, English Indonesia Dictionary (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama,), 360. 
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mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.
19

 Penelitian merupakan 

suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan 

menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh kajian yang 

yang bisa untuk dipertanggung jawabkan secara ilmiyah. Oleh karena itu, penulis 

memerlukan metode tertentu, yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan 

kualitatif. Kualitatif adalah suatu penelitian yang mana peneliti 

mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi 

dengan orang-orang yang menjadi subyek penelitian.
20

 Oleh karena itu peneliti 

mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan wawancara sehingga haru 

bertatap muka langsung dengan Ahmad Zahro. 

2. Sumber data 

 Sumber data yaitu sumber dari mana data kita akan digali, baik 

primer maupun sekunder.
21

  

a. Sumber primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber 

asli yang memberikan informasi secara langsung dalam suatu penelitian 

dari data tersebut.
22

 Sumber data primer yang digunakan peneliti buku 

                                                           
19

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung:Penerbit 

Alfabeta,2011), 2. 
20

 Ibid, 10 
21

 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk 

Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi VI (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN 

Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9. 
22

 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 

132. 
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Fiqih Kontemporer karya Ahmad Zahro. dan wawancara yang dilakukan 

secara langsung dengan Ahmad Zahro.  

b. Sumber sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk 

mendukung sumber data primer. Sumber data ini diambil dari dokumen dan 

bahan pustaka (literature buku) yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

Buku penunjang lainnya antara lain: 

1. Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh. 

2. Abdul Djamali, Hukum Islam. 

3. Muhammad Mufid dkk, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan 

Kontemporer. 

4. M Abdurrahman, Fiqh Muamalah Maliyah. 

5. Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh. 

3. Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian data yaitu 

dengan dua cara: 

a. Dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai data berupa 

catatan, buku, kitab dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan hal-hal 

atau variabel terkait penelitian berdasarkan konsep dan kerangka 

penelitian.
23

 

b. Wawancara, yaitu salah satu cara untuk melakukan pengumpulan data yang 

akan dilakukan dengan cara Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara 

                                                           
23

 Hasan Shadily, Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru, 1980), 78 
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sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.
24

 Penelitian ini akan 

mencoba melakukan wawancara dengan Ahmad Zahro. 

4. Teknik pengolahan data 

 Pengolahan data dapat melalui beberapa teknik sebagai berikut: 

a. Organizing, yaitu salah stau proses yang sistematis dalam pengumpulan, 

pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.
25

 Dengan teknik 

ini, diharapkan peneliti dapat mengorganisir masalah tentang mekanisme 

kredit online menurut hukum Islam. 

b. Editing, adalah suatu proses memperbaiki kualitas data (mentah) dan 

menghilangkan keraguan akan kebenaran data tersebut.
26

 Teknik ini 

digunakan peneliti untuk memeriksa apabila tidak terdapat kesesuaian 

atau relevansi dengan kajian penelitian. 

c. Analyzing, adalah analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing 

data yang telah didapatkan dari sumber-sumber penelitian, dengan 

menggunakan teori serta dalil-dalil lainnya sehingga mencapai suatu 

kesimpulan.
27

 Teknik ini diterapkan penulis pada bab Keempat tentang 

Analisis Hukum Islam terhadap mekanisme kredit online menurut 

pandangan Ahmad Zahro. 

 

 

 

                                                           
24

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193. 
25

 Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2004), 66. 
26

 Ibid, 97. 
27

 Ibid, 99. 
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5. Teknik analisa data 

Teknik analisis data adalah tahapan lanjutan dari teknik pengumpulan 

data. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif 

analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisisa dengan cara 

memaparkan data apa adanya
28

 yang dalam hal ini data tentang pandangan 

Ahmad Zahro terhadap kredit online, kemudian dianalisa dengan 

menggunakan hukum fikih khususnya tentang qard}. Sedangkan pola pikir 

deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum
29

, 

yaitu tentang teori hukum Islam tentang qard}. Kemudian diaplikasikan kepada 

variabel yang bersifat khusus, yaitu tentang pandangan Ahmad Zahro. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam skripsi ini, akan ditulis 5 bab dengan sub bab sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi uarain tentang latar 

belakang masalah, idntifiksi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah landasan teori, yang berisi tentang penjelasan akad 

qardh atau utang piutang yang memuat tentang pengertian, dasar hukum, rukun 

dan syarat, macam-macam qard}. Teori tentang kredit, yang berisi tentang 

pengertian kredit online, mekanisme kredit online. Kemudian penjelasan 

                                                           
28

 Ibid, 100 
29

 Ibid, 102 
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mengenai ‘urf, yang berisi tentang pengertian, macam-macam ‘urf, klarifikasi 

‘urf, kedudukan ‘urf. 

Bab ketiga berisi tentang pandangan Ahmad Zahro, yang menguraikan 

tentang biografi dan pandangan Ahmad Zahro tentang kredit online.  

Bab keempat, berisikan tentang analisis hukum Islam terhadap 

mekanisme kredit online menurut Pandangan Ahmad Zahro. 

Bab kelima yaitu penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian 

dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam 

hasil penelitian secara keseluruhan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Qard} dalam Hukum Islam 

1) Pengertian Qard} 

Secara etimologi, qard} berarti al-qath’u (memotong atau 

menggungting).
30

 Disebut juga al-qath’u karena harta yang diberikan 

kepada orang yang berhutang merupakan potongan dari harta orang yang 

memberikan hutang tersebut.
31

 

Sedangkan secara terminologi qard} yaitu memberikan harta 

kepada seseorang yang meembutuhkan dan bisa diminta kembali dengan 

jumlah yang sama, atau meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan 

sepeserpun.
32

 Atau dengan kata lain transaksi pinjam meminjam murni 

tanpa ada tambahan sedikitpun tanpa bunga yang dikembalikan hanya 

uang pokok pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
33

 Oleh sebab 

itu, qard} merupakan akad tatawwu’i atau akad yang saling membantu dan 

bukan sebuah transaksi yang komersial.
34

  

Menurut fatwa, qard} adalah ‚Akad pinjaman kepada nasabah 

dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang 

                                                           
30

 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, t. th), 337. 
31

 Ahmad Wardi Mulich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), 273-274. 
32

 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 

2001), 131. 
33

 Ascaya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) 
34

 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, 131.  
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diterimanaya kepada Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) pada waktu 

yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah‛.
35

 

Pada hakikatnya qard} adalah pertolongan dan kasih sayang bagi 

yang meminjam, bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan bagi 

yang meminjamkan karena didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan 

pengembalian. Didalamnya mengandung nilai kemanusiaan dan sosial 

untuk memenuhi hajat dari peminjam. Pengambilan keuntungan oleh 

yang meminjamkan (muqtarid) harta membatalkan kontrak qard}. Sesuai 

dengan kaidah yang mengatakan bahwa setiap peminjam yang 

mengandung unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang 

meminjamkan adalah haram. 

Perjanjian qard} adalah perjanjian dalam bentuk pinjaman. Dalam 

perjanjian pinjaman, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman 

kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan 

mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati 

dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.
36

  

Selain pemaparan diatas, para ulama fiqih juga mengemukakan 

pendapatnya tentang makna dari qard}. Adapun penjelasannya adalah 

sebgai berikut: 

a. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa qard} adalah 

menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain 

                                                           
35

 Atang Abd Hakim, Fiqh Perbankan Syariah, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 267. 
36

 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan 

Indonesia, (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), 222. 
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untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang 

diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang 

tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada 

waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda 

dengan yang diterima.
37

 

b. Menurut ulama hanafiyah, qard} adalah harta yang diserahkan 

kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau 

dalam arti lain qard} merupakan suatu transaksi yang 

dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki 

kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang 

sepadan dengan itu.
38

 

c. Menurut ulama Syafi’iyah, qard} adalah penyerahan sesuatu 

untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau 

sepadan.
39

 

d. Menurut ulama Hanabillah, qard} adalah penyerahan harta 

kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib 

mengembalikan dengan harta yang serupa dengan gantinya.
40

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, qard} 

adalah perjanjian atau kesepakatan antara pihak peminjam dan yang 

meminjamkan hartanya yang dapat ditagih atau diminta kembali harta 

tersebut tanpa mengharapkan imbalan. 

                                                           
37

 Abdurrahman Al-jaziri, Fiqh Empat Mazhab, Jilid IV, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 286. 
38

 Wahbah Zuhailiy, Al-Fiqh Al- Islamiy Wa Adillatuhu, Juz V, (Beirut: Darul Fikr, 2007), 115. 
39

 Abdurrahman Al-jaziri, Fiqh Empat Mazhab, Jilid IV, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 287 
40

 Ibid, 288 
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2) Dasar Hukum Qard} 

Manfaat disyariatkannya qard} adalah untuk menjalankan 

kehendak Allah agar kita sesama muslim saling tolong menolong dalam 

hal kebaikan dan ketakwaan serta menguatkan ikatan ukhuwah atau 

persaudaraan dengan cara menyalurkan bantuan kepada orang yang 

membutuhkan dan mengalami kesulitan sehingga dapat meringankan 

beban orang yang tengah dilanda kesulitan.
41

 

Pada dasarnya hukum asal qard} adalah sunnah, karena dapat 

membantu meringankan kesulitan orang lain. Memberi hutang hukumnya 

wajib apabila orang yang berhutang dalam keadaan sangat membutuhkan 

dan dapat membahayakan kelangsungan hidupnya, yaitu jika tidak diberi 

hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi orang 

tersebut. Bisa menjadi hararam apabila yang diberi hutang akan 

menggunakannya untuk kemaksiatan, seperti judi, mabuk-mabukan dan 

lain-lain. Dan juga bisa berubah menjadi makruh apabila harta yang 

dihutangkan tersebut akan digunakan untuk suatu hal yang makruh. Serta 

bisa menjadi boleh apabisa syarat dan rukunnya telah terpenuhi. 

Dasar hukum qard} terdapat dalam al-Qur’an, as-sunnah dan ijma’ 

yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
41

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: kencana, 2012), 336. 
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a. Al-Qur’an 

1) Surat al-Baqarah ayat 245 

ن  وَيَ بْسُطُ  يَ قْبِضُ  وَاللُّ  كَثِيرةًَ  أَضْعَافاً  لَوُ  فَ يُضَاعِفَوُ  حَسَناً  قَ رْضاً  اللَّ  يُ قْرِضُ  الَّذِي ذَا مَّ

 -ٕ٘ٗ- تُ رْجَعُونَ  وَإلِيَْوِ 

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 

baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan 

melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 

baik. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan 

kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
42

 

 

2) Surat al-Hadid ayat 11 

 -ٔٔ- كَريٌِ  أَجْرٌ  وَلَوُ  لَوُ  فَ يُضَاعِفَوُ  حَسَناً  قَ رْضاً  اللََّ  يُ قْرِضُ  الَّذِي ذَا مَن

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 

baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu 

untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.
43

 

 

3) Surat al-Maidah ayat 2 

قْوَى الْبِّ  عَلَى وَتَ عَاوَنوُاْ   -ٕ-  وَالْعُدْوَانِ  الِإثِْ  عَلَى تَ عَاوَنوُاْ  وَلَ  وَالت َّ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran.
44

 

 

b. Al-Hadith 

سَ  مَنْ :  م.ص الله رَسُوْلُ  قاَلَ : الَ قَ  عَنْوُ  الله رَضِيَ  ىُرَيْ رةََ  أَبِ  عَنْ   كُرْبةًَ  مُسْلِمٍ  عَنْ  نَ فَّ

نْ يَا كُرَبِ  مِنْ  سَ  الدُّ رَ  مَنْ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمِ  كُرَبِ  مِنْ  كُرْبةًَ  عَنْوُ  الله نَ فَّ رَ  مُعْسِرٍ  عَلَى يَسَّ  يَسَّ

                                                           
42

 Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 

2004), 39. 
43

 Ibid, 538. 
44

 Ibid, 106. 
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نْ يَا فِ  عَلَيْوِ  الله نْ يَا فِ  الله رهَُ سَت َ  مُسْلِمًا سَتَ رَ  وَمَنْ  وَلآخِرةَِ  الدُّ  عَوْنِ  فِ  وَالله وَالآخِرةَِ  الدُّ

 (مسلم أخرجو) أَخِيْوِ  عَوْنِ  فِ  الْعَبْدُ  مَاكَانَ  الْعَبْدِ 

Abu Hurairah berkata, : ‚Rasulullah SAW. telah bersabda, Barang siapa 

melepaskan dari seoang muslim satu kesusahan dari kesusahan-keseusahan 

dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. 

Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan niscaya 

Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang 

siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di 

dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama 

hamba-Nya mau menolong saudaranya‛. (HR. Muslim)
45

 

 بي أسري ليلة يت رأ سلم و علبو الله صلى الله رسول قال قال لك ما بن أنس عن

 جبيل يا فقلت عشر نية بثما والقرض أمثالها بعشر قة الصد با مكتو الجنة باب على

 والمستقرض عنده و ل يسأ ئل السا لأن قال قة الصد من أفضل القرض ل با ما

 .جة حا من إل يستقرضل

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda,‛ aku melihat pada 

waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh 

kali lipat dan qard} delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa 

qard} lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu 

dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali 

karena keperluan.‛ (HR. Ibnu Majjah).
46

 

 

c. Ijma’ 

Para ulama telah sepakat bahwa qard} diperbolehkan. Kesepakatan ini 

dilandasi atas dasar sifat alamiah manusia yang tidak bisa hidup 

tanpa bantuan orang lain. Tak ada seorangpun yang bisa memenuhi 

kebutuhan hidupnya sendirian. Sehingga pinjam-meminjam sudah 

                                                           
45

 Abu> H}usai<n ibn al-H}ajja>j ibn Muslim al-Qushai<ri< al-Nai<saburi<, S{ah{i<h{ Muslim, 

Juz II, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th., 128 
46

 Abu> Abdilla>h Muhammad bin Yazi>d al-Qazunaini<, Sunan Ibnu Ma>jah, Juz II, (Beiru>t: 

Da>r al-Fikr, t.th.) 
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menjadi bagian dari kehidupan manusia. Islam adalah agama yang 

bisa memperhatikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

umatnya.
47

 

Selain dasar hukum yang diperoleh dari al-Qur’an, sunnah dan 

ijma’ ulama, qard} juga diatur dalam ketentuan fatwa DSN MUI 

No.19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyatakan bahwa: 

Pertama: Ketentuan Umum Al-Qard} 

1. Qard} adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang 

memerlukan. 

2. Nasabah qard} wajib mengembalikan jumlah pokok yang 

diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat 

meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. 

4. Nasabah qrdh dapat memberikan tambahan (sumbangan) 

dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan 

dalam akad. 

5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau 

seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan 

LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: 

a. Memperjuangkan jangka waktu pengambilan, atau 

b. Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya. 

                                                           
47

 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 133. 
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Kedua : Sanksi 

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan 

mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan 

bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan 

sanksi kepada nasabah. 

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang 

dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada 

penjualan barang jaminan. 

3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus 

memenuhi kewajibannya secara penuh, 

Ketiga : Sumber dana qard} dapat bersumber dari: 

1. Bagian modal LKS 

2. Ketentuan LKS yang disisihkan 

3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran 

infaqnya kepada LKS 

Keempat: 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak 

tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
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2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan 

diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
48

  

 

3. Syarat dan Rukun Qard} 

Islam mengajarkan untuk saling tolongmenolong dalam hal 

kebaikan dan tidak ada perselisihan diantara umatnya. Untuk itu, hutang-

piutang dianggap sebagai sesuatu yang yang diperbolehkan. Seperti 

halnya jual beli, rukun qard} juga diperselisihkan oleh para fuqaha. 

Menurut Hanafiyah, rukun qard} adalah ija>b dan qabu>l. Sedangkan 

menurut jumhur fuqaha, rukun qard} adalah a>qid (muqrid} dan muqtarid}), 

ma’qu>d ‘alaih (uang atau barang), dan s}i>ghat (ija>b dan qabu>l).49
 

Agar akad yang dilakukan menjadi sah, maka dijelaskan syarat dan 

rukunnya sebagai berikut
50

: 

a. Muqrid}51
 

Yaitu orang yang memberikan pinjaman atau menyediakan 

harta harus ahliya tabarru’. Yaitu seorang muqrid harus 

mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara 

mutlak menurut pandangan syara’ tanpa suatu paksaan, dan jika 

memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, 

tanpa ada pihak ketiga yang ikut campur. 

                                                           
48

 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Erlangga, 2014), 132. 
49

Ahmad Wardi Mulich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), 276  
50

 Ibid, 8-10 
51

 Ahmad Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 52.  
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b. Muqtarid}52
 

Yaitu orang yang meminjam suatu benda atau harta yang 

harus ahliyah muamalah. Artinya seseorang yang sudah baligh, 

berakal sehat dan tidak mahjur (bukan seseorang yang oleh 

syari’at tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya 

karena adanya beberapa faktor). Jadi, apabila ada anak kecil 

atau orang gila yang melakukan peminjaman maka tidak sah 

dan tidak memenuhi syarat. 

c. Ma’qu>d ‘alaih (uang atau barang)
53

 

Yaitu harta yang dpinjamkan atau obyek dalam suatu akad. 

Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus 

mitsli. Sedangkan jumhur ulama memperbolehkan harta apa 

saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian 

dan harta mitsli seperti hewan, barang tidak bergerak dan 

sebagainya. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik 

dalam takaran, timbangan, bilagan, serta ukuran panjang agar 

mudah dikembalikan. 

d. S}i>ghat (ija>b dan qa>bul)54
 

Ija>b adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah 

seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam 

mengadakan akad, sedangkan qabu>l adalah perkataan yang 

                                                           
52

 Ahmad Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 52. 
53

 Ahmad Wardi Mulich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), 278 
54

 Ahmad Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, 52 
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keluar pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ija>b 

untuk menerimanya. S}i>ghat atau akad dapat dilakukan secara 

lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan 

jelas tentang adanya ija>b dan qabu>l. S}i>ghat akan dinyatakan 

melalui ija>b dan qabu>l sebagai berikut: 

1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami 

2) Antara ija>b dan qabu>l harus ada kesesuaian 

3) Pernytaan ija>b dan qabu>l harus sesuai dengan kehendak 

masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.
55

 

Di era modern seperti sekarang ini bentuk ijab dan qabul sudah 

tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil 

barang dan membayar uang dari pembeli, dan menerima serta 

menyerahkan barang oleh penjual tanpa ada ucapan apapun. Dalam fiqh 

Islam hal ini disebut al-mu’at}ah. 

Menurut jumhur ulama fiqh al-mu’at}ah hukumnya boleh, apabila 

hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di suatu negeri. Karena 

hal tersebut menunjukkan unsur ridla dari kedua belah pihak. Menurut 

jumhur ulama diantara unsur yang terpenting dalam suatu transaksi 

adalah suka sama suka. Dan sikap mereka telah menunjukkan bahwa ijab 

dan qabul tersebut telah mengandung unsur kerelaan.
56

 

                                                           
55

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002), 104. 
56

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 117. 
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Syarat umum yang harus dipenuhi dalam qard} adalah sebagai 

berikut: 

a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan jelas takaran, timbangan 

dan jumlahnya 

b. Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan 

c. Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi tidak 

sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang tidak 

bisa dipinjamkan atau orang yang tidak normal akalnya.
57

 

 

4. Macam-macam Qard} 

Akad qard} dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: dilihat dari 

segi subjeknya (pembari hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari 

segi waktu pelunasannya.
58

 

a. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama fiqh, hutang dapat 

dibedakan atas
59

: 

1) Duyu>n Alla>h (hutang kepada Allah), ialah hak-hak yang wajib 

dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-

orang tertentu yang berhak menerimanya. 

2) Duyu>n al-‘iba>d (hutang kepada sesama manusia), yaitu hutang 

yang dikaitkan dengan jaminan tertentu, dan hak orang yang 

                                                           
57

 Ismail Nawawi, Fiqh Mu’amalah, (Surabaya: VIV Grafika, 2010), 110. 
58

 Khoirul Faiq, “al-Qardh”, http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html, diakses 28 

Februari 2019. 
59

 Ibid. 

http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html
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berpiutang itu diambilkan dari jaminan tersebut, jika orang yang 

berutang tidak mampu membayarnya. 

b. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian keberannya dapat 

dibedakan atas
60

: 

1) Duyu>n al-s}i>hah, adalah hutang piutang yang kebenarannya dapat 

dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan 

pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia 

sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang 

belum terlalu parah. 

2) Duyu>n al-marad, adalah hutang piutang yang hanya didasarkan 

atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit 

parah yang beberapa saat kemudinan meninggal, atau pengakuan 

yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman 

mati) dalam tindak pidana pembunuhan. 

c. Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas
61

: 

1) Duyu>n al-halah adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu 

pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus 

dibayar dengan segera. 

2) Duyu>n al-Mujjalah adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo 

dan tidak mesti dibayar dengan segera. 

 

                                                           
60

 Khoirul Faiq, “al-Qardh”, http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html, diakses 28 

Februari 2019 
61

 ibid  
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B. Kredit Online 

1. Pengertian Kredit Online 

Kredit Online diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Dijelaskan juga dalam peraturan 

Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

Dalam pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan sebagai 

berikut: 

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 

termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik 

(electronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, 

tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah 

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya. 

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik 

dan yang sejenis dengan itu
62

  

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, yang 

dimaksud dengan transaksi menggunakan teknologi informasi atau 

elektronik adalah segala transaksi yang bisa digunakan dengan 

menggunakan alat elektronik baik berupa, komputer, handphone, atau 

segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. 

                                                           
62

 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
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Menurut National Digital Reseach Center (NRDC), teknologi 

finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di 

bidang jasa finansial, yang berasal dari kata ‚Financial‛ dan 

‚Technology‛ yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan 

modern. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan 

pemberian pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan 

perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung 

melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
63

 

Konsep dari FinTech64
 tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi 

yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, 

sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksinkeuangan yang 

lebih praktis, aman, serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis 

digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu payment 

channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer 

(P2P) lending, serta crowd funding.
65

 

Layanan pinjam meminjam merupakan suatu perbuatan hukum 

yang berada diranah kekayaan yang terjadi diantara kedua belah pihak, 

                                                           
63

 Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 65 
64

 FinTech adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi keuangan 

yang inovatif dan kreatif untuk merancang dan memberikan produk dan layanan keuangan secara 

efisien. 
65

 Immanuel Adhitya Wulanta Chrismantianto, Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi 

Finansial Terhadap Kualitas Layanan perbankan di Indonesia, Universitas Pelita Harapan 

Tangerang. 
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yaitu pihak yang berhak menuntut pinjaman (kreditur) dan pihak yang 

memnuhi tuntutan pinjaman (debitur) yang mana keduanya berjanji untuk 

menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan atau tidak 

melakukan suatu perbuatan.
66

 

Antara debitur dan kreditur harus saling menjaga kepercayaan, 

karena dasar dari kredit adalah kepercayaan. Adapun cara yang diterapkan 

dalam menganalisis calon debitur yang dapat dipercaya adalah dengan 

menggunakan sistem 5 C, yaitu: 

a. Character (Watak)
67 

Suatu keyakinan bahwa sifat atau dari orang-orang yang akan 

diberikan kredit benar-benar bisa dipercaya, hal ini dapat 

dilihat dari latar belakang nasabah baik yang berupa pekerjaan 

maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup yang 

dianutnya, keadaan keluarga, yang semuanya merupakan 

ukuran kemauan membayar. 

b. Capacity (Kemampuan)
68

 

Dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga 

bisa diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang 

ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga pada 

kemampuan menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya 

                                                           
66

 Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 126 
67

 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 105. 
68

 Ibid, 105 
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akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit 

yang disalurkan. 

 

c. Capital (Modal)
69

 

Untuk mengetahui penggunaan modal apakah efektif atau 

tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan 

rugi laba) dengan cara melakukan pengukuran seperti dari segi 

likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital 

juga harus dilihat dari sumber modal yang ada sekarang ini. 

d. Collateral (Jaminan atau agunan)
70

 

Yaitu jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti 

keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka 

jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secapat 

mungkin. 

e. Condition of Economi (Kondisi Perekonomian)
71

 

Kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan 

datang yaitu sesuai sektor masing-masing, juga prospek usaha 

dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek usaha yang 

dibiayai sebaiknya benar-benar memiliki prospek yang baik, 
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 Ibid, 105 
70

 Ibid, 105 
71

 Ibid, 105 
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sehingga kemungkinan kredit tersebut menimbulkan masalah 

yang sangat kecil.  

 

 

 

2. Subyek dan Obyek dalam Kredit Online 

Dalam suatu perjanjian ada dua macam tipe subyek, yaitu pertama 

seorang manusia atau suatu badan hukum yang terdapat beban kewajiban 

untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang 

mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Dalam bahasa Belanda 

menggunakan kata schuldenaar atau debitur dan schuldeiser atau kreditur. 

Dalam bahasa Indonesia yaitu pihak berwajib dan pihak berhak.
72

 

Subyek yang berupa seorang manusia  harus memenuhi syarat 

umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu 

harus sudah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak oleh peraturan hukum 

dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah, 

seperti peraturan paili, peraturan tentang permpuan berkawin menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 108 dan Pasal 109 dan 

sebagainya.
73

 

Sedangkan objek adalah kebalikan dari subjek. Berdasarkan 

uaraian diatas bahwa subjek dalam suatu perjanjian adalah yang 

                                                           
72

 Wirjana Pradjadikara, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung: PT. Bale Bandung, 1989), 17 
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 Ibid, 17 
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bertindak, yang aktif, maka objek dalam suatu perjanian dapat diartikan 

sebagai hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang 

penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu 

perjanjian. Oleh karena itu, objek dalam perhubungan hukum perihal 

perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) 

kepada pihak yang berhak (kreditur).
74

 Dengan kata lain, kreditur adalah 

orang yang memberikan pinjaman dan debitur adalah orang yang 

menerima pinjaman. 

 

3. Mekanisme Kredit Online 

Mekanisme kredit online adalah sebagai berikut: 

a. Mengisi formulir pengajuan secara online 

b. Pilih program pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan 

c. Tunggu pihak mitra menguhungungi 

d. Apabila memenuhui syarat, dana akan langsung cair
75

 

  

4. Akibat Hukum Kredit Online 

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu 

peristiwa hukum.
76

 Apabila debitur tidak bisa melunasi hutangnya maka: 

                                                           
74

 Ibid, 17 
75

TOKOPEDIA, “Pinjaman Online Tanpa Agunan”, dalam https://www.tokopedia.com/pinjaman-

online/?gclid=EAIaIQobChMI1_n6uvHi4AIVVyUrCh1qDwvHEAAYASAAEgIr0vD_BwE&gcls

rc=aw.ds, diakses 2 Maret 2019. 
76

 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 56 

https://www.tokopedia.com/pinjaman-online/?gclid=EAIaIQobChMI1_n6uvHi4AIVVyUrCh1qDwvHEAAYASAAEgIr0vD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.tokopedia.com/pinjaman-online/?gclid=EAIaIQobChMI1_n6uvHi4AIVVyUrCh1qDwvHEAAYASAAEgIr0vD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.tokopedia.com/pinjaman-online/?gclid=EAIaIQobChMI1_n6uvHi4AIVVyUrCh1qDwvHEAAYASAAEgIr0vD_BwE&gclsrc=aw.ds


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36 
 

 
 

1. Perusahaan pinjaman online akan melakukan reminder dalam 

bentuk SMS dan E-Mail sebelum tanggal jatuh tempo 

pembayaran pinjaman. Isi SMS dan email adalah 

mengingatkan mengenai kewajiban yang sudah lewat jatuh 

tempo dan cara pembayaran. 

2. Perusahaan pinjaman online meningkatkan intensitas SMS dan 

email menjelang dan pada saat jatuh tempo pembayaran. 

Bahasa dalam email dan SMS sedikit berbeda, dengan lebih 

menekan untuk segera melakukan pembayaran. 

3. Perusahaan pinjaman online biasanya memberikan grace 

period sekitar 2 sampai 3 hari dimana Anda boleh tidak 

membayar tanpa dikenakan denda keterlambatan. Setelah 

grace period lewat, perusahaan pinjaman online akan 

melakukan penagihan secara lebih intens. 

4. Lewat grace period yang 2 atau 3 hari sejak tanggal jatuh 

tempo, proses penagihan yang lebih intens dilakukan melalui 

telepon dengan menghubungi peminjam, kantor, teman atau 

saudara dekat peminjam. Denda keterlambatan pembayaran 

mulai berlaku pada fase ini. 

5. Selama proses penagihan lewat telepon berlangsung, jika 

perusahaan pinjaman online melihat kesulitan dalam 

penagihan lewat telepon, misalnya telepon sering tidak 

diangkat, nomer telepon sudah tidak bisa dihubungi atau tidak 
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ada kontak lain yang bisa memberikan informasi, proses 

penagihan akan menggunakan kunjungan ke nasabah. 

Kunjungan bisa ke kantor atau rumah peminjam. 

6. Jika semua upaya penagihan diatas masih tidak berhasil, 

perusahaan pinjaman online umumnya memindahkan 

penagihan ke pihak ketiga yang spesialisasi di Collection. 

Pihak ketiga ini memang fokus di proses penagihan dan 

memiliki pengalaman serta keahlian dalam melakukan 

collection. 

7. Setelah menunggak selama beberapa lama dan tidak bisa 

ditagih, perusahaan pinjaman online bisa melaporkan nasabah 

tersebut ke Biro Kredit. Di Biro Kredit tersimpan data semua 

nasabah menunggak yang dilaporkan oleh perusahaan 

pinjaman online anggota Biro Kredit. Dengan dilaporkan, 

nasabah tersebut memiliki catatan kredit negatif di biro kredit, 

sehingga jika suatu saat nasabah tersebut ingin mengambil 

pinjaman online di lembaga lain bisa kemungkinan pengajuan 

pinjaman ditolak karena catatan negatif di biro kredit.
77

 

Akibat hukum kredit online diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 
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 Rio, “Resiko Pinjaman Online” http://www.duwitmu.com/kta/resiko-pinjaman-online/ diakses 

20 April 2019 

http://www.duwitmu.com/kta/resiko-pinjaman-online/
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C. ‘Urf dalam Islam 

1. Pengertian ‘Urf 

Dalam ilmu Ushul Fiqh pengertian adat (al-‘adah) dan ‘urf 

memliki peran yang sangat signifikan. Keduanya berasal dari bahasa arab 

yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Secara etimologi, 

kata ‘urf berasal dari kata ‘araf yang mempunyai derivasi kata al-ma’ruf 

yang mempunyai arti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan 

kata adat berasal dari kata ‘ad yang mempunyai derivasi kata al-‘adah 

yang berarti sesuatu yang di ulang (kebiasaan).
78

 

Arti ‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, 

atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi 

untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, 

‘urf´dikenal dengan adat atau kebiasaan.
79

 

Menurut Abdul Wahab Khalaf ‘urf adalah apa yang dikenal oleh 

manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-

pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada 

perbedaan antara ‘urf dan adat.
80

 

Musthafa Ahmad al-Zarqa’ (guru besar fiqih di Universitas 

‘Amman, Jordania), sebagaimana yang telah dituangkan dalam bukunya 

bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘urf. 
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 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 363. 
79

 Rachmat Syafi’I, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117. 
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 Ibid., 117 
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Suatu ‘urf harudas berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, 

bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan 

alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, akan tetapi 

muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas para ulama 

ushul fiqih, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan 

hukum syara’ adalah ‘urf bukan adat.
81

 

 

2. Macam-macam ‘Urf 

Ulama usul Fiqih membagi ‘urf menjadi tiga macam: 

a. Dari segi obyeknya, ‘urf dibagi menjadi:
82

 

1) Al-‘urf al-lafazi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah 

kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan 

tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna 

ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran 

masyarakat. Seperti: kata daging yang berarti sapi, padahal kata 

daging menyangkup seluruh daging yang ada. 

2) Al- ‘urf al- ‘amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan 

dengan perbuatan biasa atau muamalah. Yang dimaksud dengan 

perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah 

kehidupan mereka yang terkait dengan kepentingan orang lain, 

seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu 

dalam acara khusus. 
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 Nasrun Harroen, Ushul Fiqih, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138-139. 
82

 A. Syafi’I Karim, Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, Cet IV, 2006), 85.  
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b. Dari segi cakupannya, ‘urf dibagi menjadi :
83

 

1) Al- ‘urf al-am, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas 

diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Seperti, dalam jual 

beli mobil, seluruh alat yang yang diperlukan untuk memperbaiki 

mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad tersendiri dan biaya 

tambahan. 

2) Al-‘urf al- khash adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan 

daerah tertentu. Seperti, kebiasan menyukai makanan khas 

didaerah masing-masing. 

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf dibagi menjadi: 
84

 

1) Al- ‘urf al- sahih, adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat 

yang tidak bertentangan dengan nas (ayat atau hadits), tidak 

menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa 

mudharat kepada mereka. Seperti, dalam masa pertunangan pria 

memberikan hadiah kepada pihak wanita dan tidak dianggap 

sebagai mas kawin. 

2) Al- ‘urf al- fasid adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang 

bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar 

yang ada dalam syara’. Seperti, kebiasaan menyajikan minuman 

keras dan memabukkan pada upacara-upacara resmi. Seperti 

upacara pernikahan dan upacara keagamaan. 

                                                           
83

 Satria Effendi, M. Zein, Usul Fiqih, (Jakarta: Kencana, Cet I, 2005), 154. 
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 Ibid, 154-155 
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3. Kedudukan ‘Urf sebagai Metode Istinbat Hukum 

‘Urf bukan merupakan dalil syara’ tersendiri. Pada umumnya, ‘urf 

dipilih untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang 

pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas. Dengan ‘urf 

dikhususkan lafal yang ‘am (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena 

‘urf pulalah yang membuat qiyas} ditinggalkan. 

Para ulama sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan sebagai 

dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyyah 

yang terkenal dengan pernyataan bahwa amal ulama Madinah bisa 

dijadikan sebagi hujjah, begitu pula dengan ulama hanafiyah yang 

berpendapat bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan sebagai dasar 

hujjah. Imam Syafi’I yang terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya 

juga bisa digunakan sebagai dasar hujjah. Suatu hari ada kejadian dimana 

Ahmad Zahro menetapkan hukum yang berbeda pada saat Ahmad Zahro 

masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah Ahmad Zahro sudah 

berada di Mesir (qaul jadid). Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga 

madzhab itu berhujjah dengan ‘urf. Dengan begitu ‘urf fasid tidak 

dijadikan sebagai dasar hujjah. 

Berikut adalah dasar argumen kehujjahan ‘urf: 

a. Surat al-A’raf ayat 199 

 -١١ٔ- الْجاَىِلِيَ  عَنِ  وَأعَْرِضْ  بِالْعُرْفِ  وَأْمُرْ  الْعَفْوَ  خُذِ 
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Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang 

mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah daripada 

orang-orang bodoh.
85

 

 

Dari ayat diatas, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan 

kepada kaum muslim untuk mengerjakan perbuatan baik 

(ma’ruf). Yang dimaksud ma’ruf disini adalah yang dinilai kaum 

muslimin sebagai kebaikan dan dikerjakan secara berulang-ulang, 

tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan 

diimbangi dengan prinsip-prinsip umum ajaran Islam. 

b. Ucapan sahabat Rasulullah saw, Abdullah bin Mas’ud 

سلِمُونَ  رَأهَُ  فَمَا
ُ

سلِمُونَ  وَمارَاَهَُ  حَسَنٌ  اللّ  عِندَ  فَ هُوَ  حَسَناً  الم
ُ

 شَئٌ  اللِّ  عِندَ  فَ هُوَ  شَيئاً  الم

Artinya: sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin 

adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai 

buruk maka ia buruk disisi Allah. 

 

Uangkapan diatas, baik dari segi redaksi maupun 

maksudnya, menunjukkan kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku 

dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum 

syari’at Islam merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. 

Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-

kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan mendatangkan 

kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.
86
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 
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 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam), (Jakarta: Pustaka Amani), 117 
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Ulama usul fiqih menyatakan bahwa ‘urf bisa dijadikan 

sebagai hujjah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) ‘urf itu tidak bertentangan dengan nas, baik al-qur’an maupun 

al-hadis. 

2) ‘urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara 

jelas. 

3) ‘urf itu berlaku secara umum, artinya ‘urf itu berlaku dalam 

mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan 

keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. 

4) ‘urf itu ada di masyarakat ketita persoalan yang akan 

ditetapkan hukumnya muncul. Artinya ‘urf yang akan 

dijadikan sandaran hukum itu lebih dulu ada sebelum kasus 

yang akan ditetapkan hukumnya.
 87

 

Hukum Islam berkarakter syumul (universal) dan waqiyah 

(kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan penetapannya 

sangat memperhatikan tradisi, kondisi (sosialkultural), dan tempat 

masyarakatnya sebagai objek (khitab), sekaligus subjek (pelaku, 

pelaksanaan) hukum. Selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam 

menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (fiqih) juga 

tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, 

dan kultural setempat. 
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 Nasrun Harroen, Ushul Fiqih, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 143-144. 
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Tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan 

faktor yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Oleh karena 

itu, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan 

suatu keniscayaan. Sehingga metode ‘urf sangat diharapkan 

sebagai macam problematika kehidupan yang dapat dipecahkan 

dengan metode usul fiqih salah satunya yaitu ‘urf. Yang dapat 

memberikan penjelasan secara rinci tanpa melanggar qur’an dan 

sunnah. 
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BAB III 

KREDIT ONLINE MENURUT PANDANGAN AHMAD ZAHRO 

A. Biografi Ahmad Zahro 

1. Biografi dan Pendidikan 

Ahmad Zahro lahir di kota Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 

07 Juni 1955. Ayahnya bernama KH. Imam Sardjuni Hasan (Alm) dan 

ibunya bernama Siti Aminatun. Ahmad Zahro menjadi putra kedua 

dari delapan bersaudara. Masa kecil Ahmad Zahro dihabiskan dalam 

kondisi penuh keprihatinan karena keadaan keluarganya yang 

terbilang sangat pas-pasan kala itu, sehingga kesederhanaan menjadi 

hal yang akrab baginya. Kekagumannya pada sosok ayah yang bekerja 

keras dan serius dalam urusan pendidikan anak-anaknya, membuat ia 

menampakkan sikap birr al-walidayn sejak dini kepada anak-anaknya, 

dengan harapan kelak menjadi anak-anak yang bertaqwa.
88

 

Ahmad Zahro melewati masa kecilnya di bawah pengasuhan 

orang tuanya. Sebelum menempuh pendidikan formal di jenjang 

sekolah dasar pada umur dua belas tahun, ia mendapat pelajaran 

langsung dari ayahnya beberapa pelajaran keagamaan melalui ngaji 

(menelaah) kitab-kitab kuning yang merupakan kajian khas dunia 

pesantren. Setelah pendidikannya di tingkat dasar, ia melanjutkan 

pendidikannya di MAAIN Nglawak dan PGAN selama enam tahun di 

Kediri. 

                                                           
88

 Ahmad Zahro, Wawancara, Surabaya, 04 Maret 2019 
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Ahmad Zahro sekarang berusia 64 tahun, Seorang guru besar 

bidang ilmu Fiqih (Hukum Islam) di Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Suraba, salah satu Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar 

Surabaya. Selain itu Ahmad Zahro juga diamanahi sebagai Rektor 

Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang serta ketua IPIM 

(Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia). Ahmad Zahro 

(sapaan akrabnya) juga merupakan seorang Da’I yang sering mengisi 

pengajian di berbagai tempat dan membina acara kajian di beberapa 

stasiun televisi dan radio, seperti JTV, Kiswah TV, TV9 Surabaya 

serta Radio SAS FM. 

Ahmad Zahro menempuh pendidikan formal yang dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

a. Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di 

Tulungagung (1979) 

b. Sarjana Lengkap Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di 

Malang (1985) 

c. Fakultas Adab Universitas al-Azhar (pagi) di Cairo, Mesir 

(1985) 

d. Takhassus Tafsir Ayat Ahkam (spesialis tafsir ayat-ayat 

hukum) pada Majma’ al-Buhut al-Islamiyyah li al-Azhar (sore) 

di Cairo, Mesir (1985) 
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e. Diploma ‘Aly pada Ma’had al-Khurtum ad-Dauly li al-Lughah 

al-‘Arabiyyah (Institut Bahasa Arab Internasional) di 

Khartoum, Sudan (1986) 

f. Magister pada Ma’had al-Khurtum ad-Dauly li al-Lughah al-

‘Arabiyyah (Institut Bahasa Arab internasional) di Khartoum, 

Sudan (1987) 

g. Doktor Hukum Islam pada Program Pascasarjana IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2001), dengan disertasi berjudul: 

LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLOTUL ULAMA 

1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqh) 

dan telah diterbitkan dalam bentyuk nuku oleh LKiS 

Yogyakarta dengan judul TRADISI INTELEKTUAL NU. 

Pendidikan Non-Formal yang pernah Ahmad Zahro ikuti 

diantaranya: 

a. Menghafal al-Qur’an di Ponpes Putera ‚al-Fattah‛ Mangunsari 

Tulungagung (1979) 

b. Kursus Bahasa Inggris TOEFL di LIA (Lembaga Indonesia 

Amerika) Surabaya (1989) 

 Prof. Ahmad Zahro merupakan akademisi sekaligus Ulama’ 

yang sangat aktif, baik dalam organisasi maupun kegiatan sosial, 

berikut ini beberapa pengalaman Ahmad Zahro: 
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a. Ketua Umum Himpunan Alumni Timur Tengah se Jawa Timur 

(1992-sekarang). 

b. Pengurus Wilayah LPTQ Propinsi Jawa Timur (1996-

sekarang) 

c. Penasihat Jam’iyyatul Huffadh (Himpunan Para Penghafal al-

Qur’an) Mahasiswa se Surabaya (1997-sekarang) 

d. Dewan Hakim MTQ tingkat Nasional, dalam Majlis 

Musabaqah Hifdhil Qur’an 30 juz dan Musabaqah Tafsir al-

Qur’an (sejak 1999) 

e. Direktur Lembaga Studi Islam dan al-Qu’an (el-SIQ) al-Qadr 

di sidoarjo (2002-sekarang) 

f. Pengawas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 

Multazam Surabaya (2003-sekarang) 

g. Ketua Jaringan Intelektual Muslim Indonesia (JIMI) se Jawa 

Timur, Bali dan NTB (2004-sekarang) 

h. Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya 

(2005-2009) 

i. Direktur Imarah-Ijtima’iyah Masjid Nasional al-Akbar 

Surabaya (2006-2010) 

j. Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) 

di Jombang (2009- Sekarang) 

k. Pengasuh pondok Pesantren An-Najach Tambakberas 

Jombang. 
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l. Pengasuh pengajian ‚Kuliah Solusi Spiritual‛ 

m. Pengasuh program kiswah ‚Fiqih Kontemporer‛ 

 

2.  Karya-Karya 

Ahmad Zahro telah menulis beberapa karya-karya ilmiyah 

yang berbentuk buku yang telah dipublikasikan, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Feminisme dan Fiqih Perempuan  

b. Fiqih, Menurut Pandangan Ilmiah dalam Bingkai Ukhuwah 

c. Fundamentalisme Antara Barat dan Dunia Islam (Telaah Fiqih 

Politik) 

d. Hifdh Al-Qur’an dan Beberapa Dimentasinya 

e. Ijtihad Jaringan Islam Liberal 

f. Ijtihad Pendidikan: Rekontruksi Sistem Pendidikan 

g. Islam dan Kebangsaan (Telaah Fiqih Siyasah) 

h. Kompromi Ber-‘Iedul Fithriy 

i. Konsep Maslakhah Ath-Thufiy 

j. Metode dan Prosedur Istinbaat Hukum Islam 

k. Shalat menurut Pandangan Fiqih (Sholat Formal) dan Shalat 

Spiritual 

l. Ulama Sebagai Perekat Ukhuwwah 

m. Desakralisasi Kitab Fiqih Sebagai Upaya Reformasi 

Pemahaman Hukum Islam 
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n. Tradisi Intelektual NU 

o. Fiqh Kontemporer ‚Menjawab 111 Masalah‛ 

 

3. Metode Menjawab Masalah Fiqh 

Metode pemikiran yang digunakan Ahmad Zahro adalah 

dengan pola manhaji (penyimpulan status hukum secara sistematis-

metodologis). Pemikiran secara manhaji ini berarti berpikir dengan 

mengikuti metode yang dibuat oleh para imam mazhab. Metode 

manhaji melai muncul pada akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an 

dimana sebelumnya menggunakan metode qauli (permasalahan akan 

ditemukan jawabannya dengan mencari pendapat atau qaul ulama 

mazhab).  

Dengan diakomodirnya sistem manhaji berdasarkan 

Keputusan Munas Alim Ulama pada tahun 1992. Munas tersebut 

menetapkan bahwa ketika suatu permasalahan tidak dapat ditemukan 

jawabannya secara tertulis dalam kitab-kitab mazhab, atau tidak bisa 

dipersamakan dengannya, maka dilakukan istinbat jama’I dengan 

mempraktikkan qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah oleh para 

ahlinya.
89

  

Ahmad Zahro memiliki karakteristik pemikiran yang otentik 

dan independen. Hal ini dapat dipahami dari pemetaan yang ia 

                                                           
89

 Asrori, A. Ma’ruf (ed), Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan 

Muktamar, Munas dan Kobes Nahdlotul Ulama (1926-2010 M), (Surabaya: Khalista dan LTN 

PBNU, 2011), 471-473 
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lakukan terhadap berbagai permasalahan fiqh yang ada. Dalam 

berbagai tulisan dan kajiannya, dapat ditemukan beberapa pemetaan 

permasalahan, termasuk permasalahan kontemporer yang bisa dikaji 

melalui fiqh. Fiqh kontemporer menurutnya mencakup keseluruhan 

Aspek kehidupan yang dipandang dari menurut Pandangan fiqh baik 

berupa bidang ibadah, mu’amalah, mawarith, jinayah, siyasah, 

mapun akidah.
90

 

Istilah kontemporer ia gunakan untuk menunjuk arti segala 

hal yang dialami manusia di era sekarang ini. Pemetaan Ahmad 

Zahro terhadap berbagai permasalahan fiqh terlihat ketika ia 

mengetengahkan solusi tentang ruwatan untuk menolak bala’ 

(bencana). Dari pendapatnya, Siti Maryam memandang bahwa 

Ahmad Zahro adalah pemikir Islam moderat yang dicirikan dengan 

ketiadaan ekstremitas dalam pandangan-pandangannya, dapat 

memilah mana bagian ajaran Islam yang esensial dan mana yang 

merupakan ‚bungkus‛, sehingga tidak dengan mudah ‚memvonis‛ 

segala sesuatu yang tidak ditemukan dalam tradisi awal Islam 

sebagai sesuatu yang ‚sesat‛ dan berlabel bid’ah. Sifat moderat atau 

tawasut} memang menjadi bagian dari sikap Ahl al-Sunnah wa al-

Jama>’ah selain I’tida>l, tasa>muh}, tawa>zun, ta’a>wun, dan amr ma’ru>f 

nahy munkar.91
  

                                                           
90

 Siti Maryam Qurrotul Aini, ISLAMICA: Pemikiran Fiqh Ahmad Zahro, v. 11, No. 1 September 

2016, (Nganjuk: tp, 2016), 166. 
91

 Ibid, 167. 
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Adapun dalam memutuskan hukum tentang suatu hal, Ahmad 

Zahro selalu mempertimbangkan hal tersebut dengan apa yang telah 

ada dalam nash baik al-qur’an maupun hadits, ia juga melampirkan 

pendapat para ulama mazhab dan kaidah fiqhiyah yang sesuai dengan 

hal tersebut, lalu Ahmad Zahro mengambil kesimpulan hukum yang 

mana dipandangnya lebih mudah digunakannya dimasa kini dan 

tentunya memiliki kemaslahatan bagi penerapan hukum tersebut. 

Dalam berbagai pembahsannya, Ahmad Zahro juga sering 

mendasri kajiannya dengan maqa>s}id al- shari’ah dan al-mas}lah}ah al-

mursalah. Pemahaman tentang maqa>s}id dan al-mas}lah}ah digunakan 

olehnya untuk menguak lebih lanjut dasar filosofis sebuah 

permasalahan hukum fiqh agar ditemukan solusi yuridis yang tepat. 

Dalam bab selanjutnya akan diketengahkan beberapa misal praktis 

yang dilakukan Ahmad Zahro berkenan dengan maqa>si}d dan al-

mas}lah}ah  yang menjadi concern dari us}u>l al-fiqh yang menemukan 

korelasinya dengan penggunaan al-qawa>’id al-fiqhiyah sebagai 

instrumen istinba>t} manhaji. 

Selanjutnya Ahmad Zahro melihat bahwa permasalahan fiqh 

memerlukan solusi jawaban yang menggunakan berbagai menurut 

Pandangan untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih 

menyeluruh. Dalam sebuah solusi terhadap permasalahan akad nikah 

di depan jenazah, ia memandang permasalahan ini dari menurut 

Pandangan fiqh (hukum Islam), menurut Pandangan sosiologis 
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(kemasyarakatan), menurut Pandangan psikologis (kejiwaan), serta 

menurut Pandangan teologis (akidah). Dari pertimbangan 

berdasarkan menurut Pandangan-menurut Pandangan tersebut, ia 

menyimpulkan bahwa walupun akad nikah di depan jenazah secara 

fiqh tetap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi tidak 

direomendasikan dilangsungkan dan lebih baik dihindari karena 

antara manfaat dan madaratnya, lebih banyak madaratnya baik 

sosiologis, psikologis ataupun teologis.
92

  

Ahmad Zahro juga mengadakan kategorisasi fiqh menjadi 

beberapa bagian, yaitu: fiqh formal (yuridis), fiqh ibadah (ritual), 

fiqh mu’a>malah atau sosial (kemasyarakatan), fiqh kultural 

(kebudayaan), fiqh spiritual (tasawuf) serta fiqh moral (etika). 

Kategorisasi ini dailakukan untuk mempermudah dalam memahami 

posisi sebuah permasalahan jika dilihat dari kategori fiqh tertentu 

atau gabungan dari beberapa kategori fiqh. Kaidah yang sering 

disampaikan oleh Ahmad Zahro mengenai kategori fiqh ini antara 

lain, ‚kalau dalam masalah ibadah, maka kata kuncinya al-niyah wa 

al-t}a>’ah. Sedangkan dalam masalah mu’a>malah, maka kata kuncinya 

al-‘aqd wa al-mas}laha}h. selain itu, ia juga membuat rumusan untuk 

memudahkan dalam memandang permasalahan mu’a>malah, yaitu 

‚niat, cara, dan akibat‛. Segala permasalahan di bidang mu’amalah 

dapat ditinjau hukumnya dengan mempertimbangkan ketiga hal 

                                                           
92

 Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul masail 1926 1999; Tradisi Intelektual NU, (Yogyakarta: LKiS, 

2004), 3 
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tersebut. Sebagai ilustrasi dapat dikatakan suatu perbuatan 

(mu’a>malah) dinyatakan sah dan diperbolehkan jika niat atau 

motivasi yang mendasarinya baik cara melaksanakannya sesuai 

dengan aturan yang ditetapkan dan akibat dari perbuatan tersebut 

tidak merugikan atau menyalahi ketentuan. Jika salah satu dari ‚niat, 

cara, dan akibat‛ terdapat kesalahan, maka perbuatan tersebut 

dinyatakan tidak sah atau dilarang. 

Sebagai ulama yang sering mendapatkan pertanyaan dari 

masyarakat tentang berbagai konsekuensi hukum fiqh atas 

permasalahan yang sedang mereka hadapi, Ahmad Zahro tidak 

menegaskan adanya kesenjangan antara aturan formal perundang-

undangan dengan aturan fiqh dalam pelaksanaannya. Ahmad Zahro 

memahami betul bagaimana sebagian masyarakat Muslim kita lebiih 

‚patuh‛ pada fiqh ‚murni‛ daripada kepada aturan perundang-

undangan yang notabenenya juga ‚fiqh‛ yang berbaju legislasi 

modern. Dalam menyikapinya, Ahmad Zahro menjawab 

permasalahan tersebut berdasarkan menurut Pandangan fiqh ‚murni‛ 

yang lebih ‚mengena‛ dalam kemantapan hati untuk 

mengamalkannya seraya memberikan pengertian dan pemahaman 

bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan 

adalah bentuk kebijakan demi kemaslahatan rakyat sesuai kaidah 

tas}arruf al-ima>m ‘ala> al-ra’iyah manu>t} bi al-mas}lah}ah, disamping 

keharusan kita sebagai rakyat hanya untuk patuh kepada Allah dan 
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Rasul-Nya, juga ditekankan patuh kepada uli al-amr yang tak lain 

adalah pemerintah.
93

   

Sebagaimana yang telah tersebut sebelumnya dan 

berdasarkan pemaparan Ahmad Zahro dalam buku Fiqh 

Kontemporer, bahwa sebelumnya Ahmad Zahro memaparkan secara 

pribadi dan tak jarang pula memaparkan beberapa pendapat imam 

mazhab yang ada maupun tokoh ulama kontemporer lainnya sebagai 

bahan perbandingan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya etika 

keilmuan dengan melihat khazanah pemikiran Islam masa lalu 

sebagai bahan pengembangan pemikiran Islam kontemporer, 

sehingga mata rantai keilmuan Islam selalu terjaga dan 

berkesinambungan. Menurut Pandangan lain, dapat dikatakan Ahmad 

Zahro ingin menunjukkan apa dan bagaimana mazhab dipahami 

secara qawli dan manhaji serta berguna bagi para pencari hukum 

sesuai kapasitasnya masing-masing, jika termasuk kalangan awam 

maka silahkan untuk bermazhab qawli, sedangkan bagi kalangan 

kha>s}s} intelektual menjadi kelaziman untuk bermazhab manhaji. 

Dua term yakni mazhab qawli dan mazhab manhaji memang 

lebih dikenal sebagai term yang berlaku dikalangan NU. Ahmad 

Zahro dalam disertasinya menyebut bahwa istinba>t} LBM NU 

menggunakan metode qawli, ilh}a>qi serta manhaji. Hal ini 

menunjukkan bahwa istilah bermazhab qawli adalah bermazhab 

                                                           
93

 Ibid, 4 
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dengan mengikuti pendapat ‚jadi‛ darpi para ulama terdahulu, 

sedangkan bermazhab manhaji mengikuti pedoman istinba>t} ulama 

terdahulu. Ia juga mengikuti metode perumusan hukum Islam dalam 

berbagai mazhab fiqh adalah warisan dan jasa besar ulama mazhab 

terdahulu yang berguna bagi generasi sekarang untuk mengadakan 

telaah hukum (istinba>t}). Berdasarkan pengakuannya ia adalah 

intelektual yang bermazhab. Seahli apapun ia tetap memandang 

bahwa pemikiran fiqhnya harus tetap dalam koridor mazhab yang 

telah ada yang saat ini terakumulasi dalam al-madha>hib al-arba’ah.
94

  

 

B. Pandangan Kredit Online menurut Pandangan Ahmad Zahro 

Dalam buku Fiqh Kontemporer karangan Ahmad Zahro, Ahmad Zahro 

berpendapat bahwa menurut Pandangan Ushul Fiqh, sepanjang hal-hal itu 

terkait dengan mu’amalah ijtimaiyyah (transaksi sosial kemasyarakatan) 

maka dapat disandarkan pada kaidah-kaidah berikut: al-‘a>dah muh}akkamah 

(tepatnya al’urf muhka>m, sebab ‘urf itu mesti kebiasaan yang baik, 

sedangkan ‘a>dah itu bisa berupa kebiasaan yang baik tapi bisa juga kebiasaan 

yang buruk), yakni kebiasaan yang baik itu dapat dijadikan dasar 

pertimbangan untuk menetapkan hukum. 

 al-Ashlu fil asy-ya>’ al-iba>h}ah h}atta> yadullad dalilu ‘alat tah}rim yaitu 

pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil 

yang mengharamkannya. Berpijak dari landasan kaidah fiqhiyah tersebut, 

                                                           
94

 Ibid, 5 
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maka kredit melalu online diperbolehkan dan sah, kecuali jika secara 

kasuistik terjadi penyimpangan, penipuan dan sejenisnya, maka itu hukumnya 

haram. Akan tetapi kasus tertentu tidak dapat dijadikan mengeneralisasi 

sesuatu secara normal positif, boleh, dan halal. Oleh karena itu, jika ada 

permasalahan terkait kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka inilah 

salah satu faktor yang dapat menjadikan batalnya kredit baik melalui online 

atau bukan.
95

 

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Zahro yang dilakukan pada 

tanggal 4 Maret 2019. Ahmad Zahro menjelaskan bahwa, hukum asal kredit 

adalah diperbolehkan. Yang membedakan disini hanya masalah onlinenya 

saja, jika diniati jual beli tidak masalah karena kita sama saja dengan dagang 

pada umumnya, akan tetapi apabila diniati kredit maka itu yang menjadi 

masalah, karena nilai tambahannya akan berubah menjadi riba.
96

 

Semua kegiatan pasti ada akibatnya, seperti yang banyak berdar 

sekarang ini tentang kredit online akan tetapi yang tidak terdaftar pada OJK 

atau yang biasa kita sebut sebagai rentenir online. Yang seperti itulah yang 

banyak merugikan masyarakat. Itu adalah salah satu efek samping yang dapat 

ditimbulkan pada kegiatan online akan tetapi tidak bisa mengubah hukum 

masa, seperti halnya TV tidak semua orang menonton hal yang positif saja 

mereka juga melihat hal yang negatif juga. Jadi secara umum hukum asal 
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segala sesuatu adalah boleh. Soal bagaimana hukum segala sesuatu bisa 

menjadi haram dan yang lainnya itu hanya masalah kasuistik.
97

 

Kata kunci masalah muamalah yang pertama dan terpenting adalah 

niat, cara dan akibat. Apabila kita melakukan segala sesuatu yang niatnya 

sudah baik tetapi caranya salah maka akibatnya akan menjadi haram. Sama 

halnya dengan niat yang salah akan tetapi caranya benar itu juga bisa menjadi 

haram. Yang kedua, kemasyarakatan yang berhubungan dengan al-‘aqdu wal 

maslahah. Sedangkan yang ketiga yaitu transaksi keuangan, yang mana 

dalam transaksi keuangan ini dalam fatwa MUI menyebutnya sebagai 

maghrib. Ahmad Zahro berpendapat bahwa asal tidak ada unsur ghoror 

(penipuan), dhoror (darurat), dhulam (pemerasan) dan kedua belah pihak 

sepakat itu diperbolehkan.
98

 

Ahmad Zahro juga berpendapat masalah riba dan bunga. Riba sudah 

pasti haram akan tetapi bunga bank belum tentu riba. Dikatan boleh asal 

pemahaman kita cukup konprehensif dalam masalah ini. Yaitu dalam riba 

yang berlipat ganda seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imron ayat 130
99

: 

ضَاعَفَةً  أَضْعَافاً  الرّباَ  تََْكُلُواْ  لَ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ   -ٖٓٔ- تُ فْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  اللَّ  وَات َّقُواْ  مُّ

Hai orang-orang yang beriman, jangan memakan riba berlebihan 

atau berlipat ganda, bertaqwalah kepada Allah maka kalian 

beruntung. 
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Atas dasar inilah para ulama memperbolehkan riba, apabila tidak 

berlipat ganda dan tidak berlebihan maka dinamakan bunga. Menurut Ahmad 

Zahro, bunga bank hukumnya boleh bahkan bisa menjadi halal, karena hal itu 

bukanlah termasuk riba yang diharamkan oleh Allah. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME KREDIT 

ONLINE MENURUT PANDANGAN AHMAD ZAHRO 

A. Analisis ‘urf terhadap Mekanisme Kredit Online 

Secara realistis, respon fiqh terhadap adat istiadat dapat 

ditunjukkan dengan akomodasinya secara proporsional terhadap ‘urf. Seperti 

contohnya hutang piutang dalam bentuk online ini yang tidak jelas 

kesepakatannya antara debitur dan kreditur, akan tetapi seiring dengan 

berkembangnya zaman maka hutang piutang ini diperbolehkan asal tidak ada 

suatu yang merugikan diantara keduanya. 

Secar logis, ‘urf diyakini menjadi bagian dari ‚syari’at‛ karena 

‘urf mempresentasikan hasil dari akal publik. Ma raahu al-muslimu>na fahuwa 

indalla>hi hasanun. Jika akal publik sudah menganggap baik, maka pasti shar’I 

juga mengatakan demikian. Hanya saja, shar’I tetap memberi batas akal 

publik selama tidak bertentangan dengan shari’at (ma lam yukhalif shar’an). 

Karena akal publik juga bisa salah seperti ketika akal publik mengatakan 

bahwa atas nama hak asasi manusia, hubungan sesama jenis itu 

diperbolehkan. 

Dengan demikian tidak semua ‘urf dapat diambil sebagai sumber 

hukum Islam, melainkan hanya ‘urf yang shahih saja yang dijadikan acuan 

fiqh. Selain ‘urf shahih, Abu Zahro mengatakan ada ‘urf fasid. Jika ‘urf fasid 

adalah kebiasaan yang bertentangan dengan shari’at, maka ‘urf shahih adalah 

kebiasaan yang tidak bertentangan dengan shari’at, oleh karena itu masih 
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tetap digunakan dalam Islam. ‘urf shahih inilah yang memperkaya hukum 

Islam di seluruh dunia dengan aneka local wisdemnya. 

Secara umum, terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat 

dijadikan pijakan hukum sebagai berikut:
100

 

Pertama, kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku 

pada sebagian orang disebuah tempat. Jika ada yang tidak mengerjakan ‘urf 

ini, maka yang demikian hanya sebagian kecil saja. Karena ‘urf itu harus 

didasarkan pada penelitian masyarakat pada umunya. Jika banyak yang 

melaksanakan, maka ini dipandang sebagai sebuah ‘urf. Disamping itu, ‘urf 

harus berlaku konstan, yaitu sulit sekali berubah-ubah. Jika ‘urf mudah 

berubah, maka tidak akan diterima sebagai ‘urf yang shahih. Ini bisa 

dipahami karena hal yang juga penting dalam pensyari’atan hukum Islam 

adalah stabilitas hukum (istiqamat al-hukm). 

Kedua, urf sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa 

penggunaannya. Karena itu berlaku kaidah La ibrata bi al-‘urf al-t}ari, 

kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Contohnya, istilah 

ulama yang secara ‘urf dikatakan sebagai ahli Fiqh. Orang yang bukan ahli 

Fiqh tidak dikatan ulama menurut ‘urf sehingga ketika seseorang 

mewakafkan tanah pada ulama, maka tanah tersebut harus diberikan pada 

ahli Fiqh. Demikian itu akan terus berlaku bahkan pada masa berikutnya 

meskipun istilah ulama itu mengalami pergeseran arti misalnya dengan arti 

yang lebih luas (bukan hanya ahli Fiqh). 
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Ketiga, tidak erdapat ucapan atau pekerjaan yang nyata-nyata 

bertentangan dengan nilai substansi ‘urf. Dalam sebuah pasar misalnya, pada 

tradisi tasqit ats-tsaman (pelemparan alat tukar atau uang) sebagai tanda 

bukti pembayaran tanpa adanya ucapan. Tanpa mengucapkan sebuah kata, 

penjual dan pembeli menganggap bahwa penetapan harga (tsaman) sebagai 

bentuk nyata persetujuan transaksi jual beli. Jika pembeli melempar uangnya 

dengan niat membeli maka jual beli itu sah. Apabila pembeli itu melempar 

uangnya krena iseng maka jual beli itu tidak sah. Ini sesuai dengan kaidah 

‚ma yatsbutu bi al-‘urfi biduni adz-dzikri, la atsbutu nussa ‘ala khilafihi‛. 

Segala sesuatu yang ditetapkan oleh adat tanpa disebutkan, maka bila 

dilakukan sebaliknya tidak bisa dilegalisasi. 

Keempat, ‘urf tidak bertentangan dengan teks syari’ah. Dengan 

demikian ‘urf tetap memperhatikan nash-nash al-Qur’an dan al-Hadith, 

sebaliknya tidak sampai menganulir seluruh aspek substansial nash. Bila isi 

substansi dari nash tidak teranulir, maka demikian ini tidak dinamakan 

bertentangan dengan nash karena masih terdapat beberapa nash yang tidak 

teranulir. Dalam kasus ini, ada dua acuan hukum yang digunakan: acuan yang 

ditunjuki nash serta tidak tereliminasi dan acuan hukum berdasarkan ‘urf 

tersebut. 

Dari beberapa kriteria diatas, para ulama menyatakan bahwa ‘urf 

itu dapat dilegalisasi oleh syaria’at dengan satu catatan. Yaitu, berupa ‘urf 

shahih yang tidak bertentangan dengan dalil nash baik al-Qur’an maupun al-
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Hadith. Dari sinilah maka, kredit secara online diperbolehkan karena dalam 

kredit online ini termasuk kedalam ‘urf shahih.  

 

B. Analisis Qard} terhadap Mekanisme Kredit Online 

Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh, begitu juga 

dengan kredit atau dalam istilah fiqh disebut qard}. Manusia adalah makhluk 

sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Mereka tidak bisa 

memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena 

itu, apabila kita dalam kondisi sulit pasti akan membutuhkan bantuan dana 

atau kita akan melakukan transaksi utang-piutang (qard}). 

 Qard} adalah memberikan harta kepada seseorang yang 

membutuhkan dan bisa diambil kembali pada waktu yang ditentukan, tanpa 

ada tambahan atau imbalan sedikitpun. Sedangkan kredit online adalah 

fasilitas peminjaman uang oleh penyedia keuangan yang beroperasi secara 

online. Penyediaan pinjaman online tersebut biasanya dikenal dengan sebutan 

fintech. Kredit online kini sudah marak dikalangan masyarakat. Meskipun 

resikonya sangat tinggi karena antara peminjam dan pemberi pinjaman tidak 

saling bertemu. Namun tidak sedikit masyarakat yang menggunakan jasa 

tersebut untuk melakukan pinjaman online. Alasannya cukup simple, yaitu 

cepat, mudah dan tidak harus keluar rumah untuk mencari tempat 

peminjaman uang. Dengan adanya pinjaman online masyarakat akan lebih 

mudah untuk mencari pinjaman dalam keadaan mendesak. 
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Untuk bisa melakukan pinajaman secara online, kita harus 

melakukan pendaftaran terlebih dahulu atau membuat akun yang ada di 

halaman website tersebut. Setelah itu mengisi data diri dengan jelas yang 

nantinya akan dikonfirmasi di alamat email. Dalam mengajukan pinjaman 

online, syarat yang harus dipenuhi yaitu melakukan registrasi akun, dan akan 

langsung memilih sejumlah dana yang ingin dipinjam sekaligus menentukan 

jangka waktu pengembalian pinjaman. Di beberapa website saat ini sudah 

menyediakan aplikasi khusus sehingga kita dapat melihat langsung biaya 

pinjaman dan angsuran perbulannya. Lebih baik kita menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan jangka waktu yang tepat.
101

 

Langkah selanjtnya yaitu memverifikasi data agar data yang kita 

kirimkan terverifikasi yang akan diminta via SMS, biasanya untuk menunggu 

code masuk membutuhkan waktu sekitar 1-5 menit. Jika belum mendapatkan 

code maka kita bisa melakukan resend code ulang. Selain itu kita juga 

diharuskan untuk melampirkan dokumen yang telah dipindai guna 

memverifikasi kartu yang ada di ponsel agar dapat megijinkan untuk 

mengakses ke bank secara online. 

Langkah terakhir yaitu menerima uang dari rekening kita. Setelah 

melakukan semua proses pendafttran, permintaan, aplikasi dan identitas diri 

telah diterimaoleh pemberi pinjaman. Sejumlah uang yang kita pinjam akan 

segera ditransfer ke rekening. 
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Proses transaksi yang terjadi ketika kita mendaftar sebagai 

peminjam telah terkonfirmasi, maka akan secara otomatis langsung diproses 

oleh pemberi pinjaman. Dalam transaksi ini diperbolehkan dalam Islam 

karena sudah sesuai dengan syari’at asal tidak ada unsur penipuan dan 

memberatkan salah satu pihak. 

Namun pada kenyataannya banyak pinjaman online yang tidak 

mendaftar ke OJK. Itu yang membuat masyarakat resah akan adanya rentenir 

online yang selalu menghantuinya jika mereka tidak mengembalikan 

pinjaman pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Sehingga 

masyarakat yang mengembalikan pinjamannya tidak sesai dengan waktu 

yang ditentukan mereka akan di teror oleh rentenitr online dan mereka akan 

menambahkan jumlah tambahan uang yang harus dikembalikan. Praktik 

inilah yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena bisa merugikan salah 

satu pihak. 

 

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Meakanisme Kredit Online menurut 

Pandangan Ahmad Zahro  

Kredit dalam Islam disebut qard}, kegiatan pinjam-meminjam ini 

diperbolehakan oleh para ulama. Menurut para ulama asal tidak berlipat 

ganda berlebihan dalam pengembalian uangnya, maka itu diperbolehkan. 

Ahmad Zahro berpendapat bahwa kredit online itu boleh asal tidak 

melanggar syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam. 
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Sesuai dengan kaidah al-Ashlu fil asy-ya>’ al-iba>h}ah h}atta> yadullad 

dalilu ‘alat tah}rim, maka kredit online diperbolehkan dalam Islam. Yang 

membedakan antara kredit dengan cara bertatap muka dengan kredit online 

hanya masalah persetujuannya saja. Islam memperbolehkan kredit online 

asalkan tidak merugikan kedua belah pihak dan dengan didasari niat yang 

baik. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu akad, 

dan didalam rukun akad qard} yang telah dijelaskan dalam akad qard} harus 

jelas sighat (ijab qabul/serah terima), objek akad/muqtarad (barang yang 

dipinjamkan), pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (muqrid), 

serta penerima pinjaman (muqtarid). Pada kredit online pelaksanaan qard} 

atau hutang piutang telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. 

Pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (muqrid) dan 

penerima pinjaman (muqtarid) dilakukan oleh orang yang mampu melakukan 

tasharruf yakni yang cakap bertindak hukum dan baligh, berakal sehat, tidak 

mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur 

sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu), baik pihak debitur maupun 

kreditur sama-sama mencukupi syarat sebagai seorang pelaku akad. 

Objek akad (muqtarad) juga telah sesuai dengan syarat karena 

pinjaman uang yang digunakan dalam praktik perjanjian hutang-piutang 

secara online ini sudah ditentukan nominalnya secara jelas, dan dapat 

disimpulkan bahwa yang terkait dengan objek akad telah sesuai dengan yang 

disyaratkan: 
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1. Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama 

lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan 

perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, 

ditimbang, ditanam, dan dihitung. 

2. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah 

mengutangkan manfaat (jasa). 

3. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui 

sifatnya. 

Sighat (ijab dan qabul juga telah diucapkan oleh kedua belah 

pihak serta ketentuan kesepakatan perjanjian hutang-piutang secara online 

telah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur yang akan melunasi 

hutangnya ketika jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati. 

Ahmad Zahro berpendapat bahwa, disini yang berbeda hanya 

masalah online saja. Jika diniati jual-beli maka tambahannya itu disebut laba, 

akan tetapi jika diniati kredit maka itu yang menjadi masalah, masalahnya 

adalah tambahannya bisa berupa riba dan bisa juga berupa bunga. Seperti 

yang dijelaskan diatas, apabila tambahannya melebihi batas wajar maka itu 

dinamakan riba. Disebut bunga apabila tambahannya masih dalam batas 

wajar atau tidak berlebihan. 

Seperti yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 278-279:
102
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ؤْمِنِيَ  كُنتُم إِن الرّباَ  مِنَ  بقَِيَ  مَا وَذَرُواْ  اللَّ  ات َّقُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ   تَ فْعَلُواْ  لَّّْ  فإَِن -٧٢ٕ- مُّ

نَ  بَِِرْبٍ  فأَْذَنوُاْ  تُمْ  وَإِن وَرَسُولوِِ  اللِّ  مِّ  -٧١ٕ- تُظْلَمُونَ  وَلَ  تَظْلِمُونَ  لَ  أمَْوَالِكُمْ  رُؤُوسُ  فَ لَكُمْ  تُ ب ْ

278. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah 

dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu 

orang-orang yang beriman. 

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 

riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan 

riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya 

dan tidak (pula) dianiaya. 

 

Sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan hanya karena masing-

masing pihak sama-sama sepakat, rela dan tidak keberatan di antara 

keduanya, mereka menganggap hal tersebut saling menguntungkan satu sama 

lain dan kedua belah pihak telah terbiasa dengan hal tersebut, karena dalam 

hukum Islam telah ditegaskan bahwasannya hal tersebut tidak diperkenankan 

dalam ketentuan hukum qard} ysng merupakan akad tabarru’ yang tidak 

menghendaki adanya pengambilan keuntungan atau pemanfaatan didalamnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan dan melihat dari beberapa sumber 

dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mekanisme kredit online menurut Ahmad Zahro sudah sesuai dengan 

apa yang telah dijelaskan dalam hukum Islam. Akan tetapi apabila ada 

salah satu proses atau cara yang akan digunakan dalam transaksi 

pinjam meminjam atau utang piutang yang tidak sesuai dengan syara’ 

akan berubah hukm menjadi haram. Ahmad Zahro menerangkan 

bahwa, apabila niat yang dilakukan dalam suatu transaksi sudah tepat 

tetapi cara atau proses pelaksanaannya tidak tepat maka, akibat yang 

ditimbulkan dari transaksi tersebut berubah manjadi haram. Jika niat 

dan cara yang dikerjakan sudah sesuai dengan hukum Islam maka, 

akibat dari hukum tersebut adalah boleh. Karena sudah sesuai dengan 

apa yang telah diajarkan dalam Islam.  

2. Ahmad Zahro berpendapat bahwa, kredit online itu boleh asal tidak 

saling merugikan antara pihak satu dan lainnya yang bersangkutan. 

Apabila terjadi kecurangan, maka hukumnya berubah menjadi haram. 

Karena tidak sesuai dengan syari’at Islam. Seperti halnya rentenir 

online yang memeras harta nasabahnya, hal itu tidak diperbolehkan 

menurut Islam. 
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B. Saran   

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap 

Mekanisme Kredit Online menurut Pandangan Ahmad Zahro, dapat 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Menyarankan agar Ahmad Zahro lebih menjelaskan secara rinci 

bagaimanakah mekanisme kredit online. Agar masyarakat bisa 

menerapkan kredit online dengan benar sesuai dengan syariat Islam. 

2. Menyarankan agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang kredit online berdasarkan hukum Islam dan pendapat 

Ahmad Zahro karena masih banyak hal yang belum dikaji dalam 

penelitian ini. 

3. Untuk masyarakat yang ingin melakukan kredit online, sebaiknya 

lebih berhati-hati dalam memilih. Karena semakin banyak rentenir 

online yang mengatasnamakan dirinya sebagai kredit online. 

4. Untuk aplikasi kredit online, harus lebih menjaga keamanan/privasi 

nasabah agar tidak menyebar ke halayak umum. 

 

 

 

 

 

 

  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abd Hakim, Atang. Fiqh Perbankan Syariah. Bandung: PT. Refika Aditama. 

2011. 

Abdurrahman, Hasan, dkk. ‚Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada 

Bank Yudha Bhakti‛, Journal Computer dan Bisnis, Vol. 8 No 2. 

Bandung: STMIK Mardira Indonesia. 2014. 

Adhitya Wulanta Chrismantianto, Immanuel. Jurnal Analisis SWOT Implementasi 
Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan perbankan di Indonesia. 

Universitas Pelita Harapan Tangerang. 

Aini, Siti Maryam Qurrotul. ISLAMICA: Pemikiran Fiqh Ahmad Zahro, v. 11, 
No. 1 September 2016. Nganjuk: tp. 2016. 

Al-jaziri, Abdurrahman. Fiqh Empat Mazhab, Jilid IV. Semarang: Asy-Syifa. 1994. 

Amirin, Tatang M. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. 1995. 

Antonio, M. Syafi’i. Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani, 

2001. 

Ascaya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2008. 

Asrori, A. Ma’ruf (ed), Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum 
Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kobes Nahdlotul Ulama (1926-
2010 M). Surabaya: Khalista dan LTN PBNU.  2011. 

Danesi, Marcel. Pengantar Memahami Semiotika Media. Yogyakarta: 

JALASUTRA. 2010. 

Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahnya. Bandung: 

CV Penerbit J-ART. 2004. 

Dewan Syariah Nasional MUI. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Erlangga. 

2014. 

DISITU (PT. Gapura Data Kreasi GRHAAdlns ‚Langkah-Langkah Mengajukan 

Pinjaman Duit Mudah Secara Online, dalam 

https://www.disitu.com/Artikel/Lifestyle/langkahlangkah-mengajukan-

pinjaman-duit-mudah-secara-online, diakses pada 5 Maret 2019 

Effendi, Satria. dkk. Usul Fiqih. Jakarta: Kencana, Cet I. 2005. 

El-Ghandur, Ahmed. Perspektif Hukum Islam, diterjemahkan oleh Ma’mun 
Muhammad Murai dari Al- Madkhal Ila as-Shariat al-Islamiyah. 

Yogyakarta: Pustaka Fahima. 2006. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72 
 

 
 

Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007. 

-------. Ushul Fiqih. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997. 

Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. 2002. 

Ika, Aprillia. ‚Banyak tawaran Pinjaman Online, Hati-Hati Jebakan Rentenir Online‛, 

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/10/120000826/banyak-tawaran-
pinjaman-online-hati-hati-jebakan-rentenir-online. Diakses 14 April 2019. 

Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2008 

Jaziri (al), Abdurrahman. Fiqh Empat Mazhab, Jilid IV. Semarang: Asy-Syifa, 

1994. 

Karim, A. Syafi’I. Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia, Cet IV. 2006. 

Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005. 

-------. Manajemen Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi ke-9. 2010 

Khoirul Faiq, ‚al-Qardh‛, http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html, 
diakses 23 September 2013. 

M Echols, John dan Hasan Shadily. English Indonesia Dictionary. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. 

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: kencana. 2012. 

Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: AMZAH, 2010. 

Nai<saburi (al), Abu> H}usai<n ibn al-H}ajja>j ibn Muslim al-Qushai<ri<. S{ah{i<h{ Muslim, 

Juz II. Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th. 

Nandasari SP, Ikhwan. Penyelasian Kredit Macet dengan Hak Tanggungan pada 
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di Palembang. Tesis, 

Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang. 2009. 

Nawawi, Ismail. Fiqh Mu’amalah. Surabaya: VIV Grafika. 2010. 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

Pradjadikara, Wirjana. Azas-Azas Hukum Perjanjian. Bandung: PT. Bale Bandung. 1989. 

Qazunaini< (al), Abu> Abdilla>h Muhammad bin Yazi>d. Sunan Ibnu Ma>jah, Juz II. 
Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th. 

R. Subekti, R. Tjiptosudibyo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, edisi 

revisi, cet. Ke-27. Jakarta: Pradnya Paramita. 1995.   

http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

73 
 

 
 

Rio, ‚Resiko Pinjaman Online‛ http://www.duwitmu.com/kta/resiko-pinjaman-online/ 

diakses 20 April 2019 

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1998. 

S}iddiqiy (ash), M. Hasby. Pengantar Fiqh Muamalah. Semarang: Pustaka Rizki 

Putra, 1997. 

Setiawati, Melia Gripin. ‚Analisis Sistem Informasi Aplikasi Online Kartu 

Kredit Menggunakan Metode SERVQAL (Studi Kasus ANZ Bank)‛. 

Journal Telekomunikasi dan Computer, Vol 6, No 2. Jakarta: ANZ Bank. 

2015.  

Shomad, Abd. Hukum Islam Penormaan Pronsip Syariah dalam Hukum 
Indonesia. Jakarta: K E  N C A N A. 

Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum 
Perbankan Indonesia. Jakarta: Pustaka Umum Grafiti. 2007. 

Subekti. Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Penerbit Alfabeta. 2011. 

Sujatno dkk, Thomas. Dasar-dasar Perkreditan. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Umum. 1991.   

Sumarsono, Sonny. Metode Riset Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha 

Ilmu. 2004. 

Suyatno, Thomas dkk. Kelembagaan Perbankan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, cet 1 1997. 

Syafi’I, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Amani. 2003. 

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqih. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001. 

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. 

Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi VI. Surabaya: Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014. 

TOKOPEDIA, ‚Pinjaman Online Tanpa Agunan‛, dalam 

https://www.tokopedia.com/pinjaman-

online/?gclid=EAIaIQobChMI1_n6uvHi4AIVVyUrCh1qDwvHEAAYAS

AAEgIr0vD_BwE&gclsrc=aw.ds, diakses pada 2 Maret 2019. 

Untung, Budi.  Kredit Perbankan di Indonesia. Yogyakarta: Andi. 2000. 

UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung, t.th. 

http://www.duwitmu.com/kta/resiko-pinjaman-online/
https://www.tokopedia.com/pinjaman-online/?gclid=EAIaIQobChMI1_n6uvHi4AIVVyUrCh1qDwvHEAAYASAAEgIr0vD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.tokopedia.com/pinjaman-online/?gclid=EAIaIQobChMI1_n6uvHi4AIVVyUrCh1qDwvHEAAYASAAEgIr0vD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.tokopedia.com/pinjaman-online/?gclid=EAIaIQobChMI1_n6uvHi4AIVVyUrCh1qDwvHEAAYASAAEgIr0vD_BwE&gclsrc=aw.ds


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74 
 

 
 

Zahro, Ahmad. Fiqh Kontemporer Jilid 1. Jombang: Qaf Media Kreativa. 2016. 

Zahro, Ahmad. Lajnah Bahtsul masail 1926 1999; Tradisi Intelektual NU. Yogyakarta: 

LKiS. 2004 

Zahro, Ahmad. Wawancara. Surabaya. 4 Maret 2019 

Zuhailiy, Wahbah. Al-Fiqh Al- Islamiy Wa Adillatuhu, Juz V. Beirut: Darul Fikr. 

2007. 

 

 


